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KEPALA DESA DESA BONTO MATE'NE
KABUPATEN BANTAENG

PERATURAN DESA DESA BONTO MATE'NE
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BONTO MATE'NE

. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa:

. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat
dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2020 yang disusun sesuaidengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan
landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera:

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun Anggaran 2020:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesian Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495):

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5717):

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Repub.hk Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerptah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran N i
egara Republik Indonesia
gahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republike&‘:iom' Nomor
864):
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an Kemasyarakatan Rp 322,950,000

. an Masyarakat Rp 61,000,000
Aug: Rp 307,427
Rp 2,204,549,524
Rp (14,191,097)
| DE Rp 14,191,097
n Pembiayaan Rp 14,191,097
n Pembiayaan Rp -
Rp 14,191,097
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
cantum dnhmbampnmnyangmerupakanbapantaktzrpuahkan
ini:
Pasal 3

Pasal 4
-
a menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
n dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.
[ Pasal 5
tah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,
 darurat, dan mendesak.
j\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran
Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan
£ mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
uncansanpetaturanDeeatentangpembahanAPBDeea.
gaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi kriteria:
diksi sebelumnya;

yungdgniﬁkanterhadapanggamndalamrangkapemuﬁhan
olehkejadinnyangluarbiasadan/ataupermasalahansosial;

_ Pasal 6

an d.n/ampangumn@ndalampendapatanDesapadatahun

o _’_m menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

: ‘m belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA

p tmendnhuluiperubahanAPBDesadengan melakukan perubahan
Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya

i§ Pasal 7
e: ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

rang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
n Desa Bonto MATE'NE;
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itetapkan di Bonto Mate'ne
tanggal, 30 Desember 2019
DESA BONTO MATE'NE

BONTO MATE'NE TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR 12
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